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ABSTRAK
Female Genital Mutilation yang kemudian disebut FGM atau yang biasa disebut oleh masyarakat Indonesia yaitu sunat perempuan. Praktik FGM ini dilakukan dengan mengangkat sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan, yang tidak memiliki manfaat kesehatan dan berbahaya bagi perempuan. Praktik FGM ini dilakukan di Indonesia dan sebagian besar Afrika seperti Mesir, dan Guinea. Praktik ini sangat membahayakan perempuan bukan hanya dari psikis dan seksual tetapi juga dapat berujung kematian karena pendarahan dalam prakteknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan hukum pidana terkait Female Genital Mutilation antara Indonesia, Guine dan Mesir Menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik FGM menyangkal dan tidak sesuai dengan beberapa hak asasi manusia yang tercantum dalam CEDAW, ICCPR, ICESCR, dan CRC. Di Guinea dan Mesir telah memiliki pengaturan terkait dengan larangan FGM dalam kitab pidananya, sedangkan di Indonesia setelah diterbitkannya PERMENKES Nomor 1636 tahun 2014 tidak memiliki pengaturan terkait dengan FGM.
Kata kunci: FGM, HAM, Perbandingan Hukum 
ABSTRACT
 Female Genital Mutilation which was later called FGM or what is commonly called by the Indonesian people is female circumcision. This FGM practice is carried out by removing part or all of the female genitalia, which has no health benefits and is harmful to women. This FGM practice is carried out in Indonesia and most of Africa such as Egypt and Guinea. This practice is very dangerous for women not only psychologically and sexually but can also lead to death due to bleeding in practice. The purpose of this study is to analyze the comparison of criminal law related to Female Genital Mutilation between Indonesia, Guinea and Egypt according to International Human Rights Law. This type of research is legal research. The results of the study can be said that the practice of FGM denies and is not in accordance with several human rights listed in CEDAW, ICCPR, ICESCR, and CRC. Guinea and Egypt have regulations related to the prohibition of FGM in their criminal code, Wheareas in Indonesia after the issuance of PERMENKES Number 1636 of 2014 there was no regulation related to FGM. 
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PENDAHULUAN
 Female Genital Mutilation yang kemudian disebut FGM atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sunat perempuan adalah sebutan untuk semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan, yang tidak memiliki manfaat kesehatan dan berbahaya bagi perempuan (Organization 2020). FGM ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital milik perempuan dengan alasan budaya, adat, agama(Lubis 2006). FGM dapat dikatakan tidak memiliki manfaat kesehatan dan berbahaya bagi perempuan karena dalam prakteknya dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis dan seksual pada korbannya(Marlinda Oktavia Erwanti, Rahayu 2012).

Dampak FGM secara fisik, dapat berdampak langsung terhadap kondisi korban, seperti: pembengkakan pada jaringan di sekitar vagina akan menghalangi proses pembuangan cairan, infeksi karena alat yang tidak steril, kontaminasi luka karena air seni, pendarahan parah, dan shock. Secara jangka panjang FGM juga dapat menyebabkan infeksi saluran kencing, saluran reproduksi akibat dari banyak munculnya bakteri-bakteri dan sisa-sisa sel darah putih, dan bagi vagina yang dipersempit tentu saja akan terjadi gangguan pada saluran menstruasi serta penumpukan residu pada vagina, dan tersumbatnya tuba fallopi juga akan mengakibatkan kemandulan, kerusakan pada ginjal, dsb(Marlinda Oktavia Erwanti, Rahayu 2012). Secara psikis, perempuan korban praktek FGM mengalami gangguan pada diri seseorang, praktek FGM ini membawa dampak pada perempuan, yaitu menyebabkan perasaan cemas, takut, malu serta perasaan dikhianati(Saadawi 2001). Secara seksual, perempuan yang telah menjalani praktik Female Genital Mutilation dapat kehilangan kepekaan yang berakibat kesakitan dalam aktivitas seksual(Nash, Barbara ; Gilbert 2006).
Selain itu, FGM dikatakan berbahaya karena dalam prakteknya menggunakan alat-alat yang tidak higienis dan bukan alat medis, bahkan cenderung menggunakan alat-alat tradisional seperti batu yang tajam, pecahan kaca atau besi yang runcing. Dalam proses inilah yang dapat menyebabkan bahaya bagi perempuan, karena tidak menggunakan alat medis dan alat-alat yang higienis maka terdapat efek yang terjadi akibat praktek ini, yaitu konsekuensi medis seperti pendarahan dan infeksi(Irianto 2006). Selain menyebabkan penderitaan fisik, psikis dan seksual, praktik ini dapat menyebabkan kematian apabila terdapat kesalahan dalam prosesnya. 
Secara umum terdapat 5 (lima) tipe FGM yang dikenal dan dipratikkan, yaitu(The Office of the High Commissioner for Human Rights n.d.):

1. Circumcision atau sunna ;

2. Excission atau Clitorydectomy;

3. Infibulation atau Pharaonic Circumcision;

4.  Introcission ;

5. Unclassified:.
Terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur Hak Asasi Manusia terkait dengan Praktik FGM, yaitu:

a. The Right to be Free From All Forms of Gender Discrimination CEDAW 1981 ;
b. The Rights to Life and to Physical Integrity yang kemudian disebut dengan ICCPR 1976 ;
c. International Convention on Economic, Social and Cultural Rights yang kemudian disebut dengan ICESCR ;
d. Children’s Right To Special Protections yang kemudian disebut dengan CRC 1990 .
Praktik FGM masih dilakukan di beberapa negara meskipun telah adanya pengaturan dalam perjanjian internasional terkait dengan Hak Asasi Manusia. Menurut UNICEF dari survei representatif skala besar menunjukkan bahwa praktik FGM sangat terkonsentrasi di sebagian besar negara di Afrika seperti Mesir, Sudan, Ethiopia, dan beberapa Negara lainnya, di wilayah Timur Tengah seperti Irak dan Yaman dan di beberapa negara di Asia seperti Indonesia dan Maladewa, dengan variasi prevalensi yang luas. Praktik ini hampir universal di Somalia, Guinea, dan Djibouti, dengan tingkat sekitar 90 persen. Padahal pemerintah dari beberapa negara tersebut telah menandatangani konvensi-konvensi yang telah disangkal dengan adanya praktik FGM serta diikuti peratifikasiannya. Contohnya saja ada negara Indonesia, Guinea dan Mesir. 
Indonesia, Guinea dan Mesir sebagai salah satu dari beberapa negara di dunia yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut diatas harus mematuhi untuk memasukkan perjanjian tersebut kedalam peraturan perundang undangan nasionalnya. Seperti yang tersebut dalam Article 2f CEDAW yang menyebutkan bahwa negara-negara yang mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dapat mengupayakan untuk tindakan yang tepat dengan tujuan untuk mencapai penghapusan diskrimasi terhadap perempuan.

Terdapat beberapa negara yang belum memasukkan pengaturan terkait larangan atau himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan praktik FGM di negaranya. Seperti halnya Indonesia, pengaturan praktik FGM di Indonesia masih belum jelas. Berbeda dengan negara Guinea dan Mesir. Dimana kedua negara tersebut telah jelas melarang adanya praktik FGM di negaranya, seperti yang terdapat dalam Article 
265 of the Penal Code Guinea dan Article242 (bis) of the Penal Code Egypt 

Dikutip dalam berita BBC News, pada tahun 2010 silam terdapat kasus meninggal dunia seorang gadis berusia 12 tahun di Mesir akibat praktik FGM (News 2010). Sebagian besar perempuan di mesir telah mengalami praktik FGM ini, biasanya praktik ini dilakukan terhadap anak perempuan berusia lima tahun. Praktik ini dilakukan sejak nenek moyang mereka, untuk alasan mencegah godaan seksual. Praktik FGM dapat menyakit dan menimbulkan resiko kesehatan, bahkan untuk sebagian orang dapat menyebabkan trauma yang cukup lama. Dokter yang menangani gadis berusia 12 tahun yang meninggal pada tahun 2010 silam ditangkap dengan tuduhan melakukan sunat ilegal. 
Disusul pada Tahun 2016 terdapat kasus yang sama, yaitu seorang gadis di Guinea berusia 10 tahun meninggal dunia akibat praktik ini. kematian akibat FGM dialami oleh gadis berumur 10 tahun di Makpozou, yaitu sebuat daerah terpencil Guinea. Menurut pejabat Guinea, gadis tersebut meninggal di kamp sunat yang khusus disediakan anak permpuan atau gadis belia(TribunBatam.id 2016).

Serta terdapat kasus seorang bidan di Rangkasbitung-Banten sempat menangani pasien yang mengalami pendarahan hingga meninggal setelah dilakukannya praktek ini oleh dukun. Pasien mengalami pendarahan hebat setelah bagian klirotis dipotong atau digores berlebihan, hingga akhirnya pasien mengalami pendarahan hebat dan mengakibatkan pasien meninggal(Hodijah et al. 2018). 

Berdasarkan kasus diatas praktik FGM di Indonesia, Guinea, dan Mesir masih dilaksanakan di negara tersebut hingga menyebabkan kematian. Negara Indonesia, Guinea, dan Mesir telah meratifikasi Konvensi CEDAW 1981, Konvensi ICESCR 1976, Konvensi CRC 1990, dan Konvensi ICCPR 1997. Ketentuan dalam Konvensi CEDAW 1981 telah menyebutkan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut harus mematuhi untuk memasukkan konvensi-konvensi tersebut kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. 
Berdasarkan dengan adanya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan perbandingan hukum pidana terkait dengan FGM antara negara Indonsia, Guinea, dan Mesir menurut Hukum Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana kedudukan Female Genital Mutilation dilihat dari perspektif Hukum Asasi Manusia Internasional?
2. Bagaimana perbandingan hukum pidana terkait Female Genital Mutilation antara Negara Indonesiaa Guinea dan Mesir?

METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian ini berfokus pada kajian konvensi internasional dalam bidang hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu penelitian ini juga mengkaji terkait dengan hukum pidana negara Indonesia, Guine dan Mesir yang berhubungan dengan FGM.

Tulisan ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yaitu Perjanjian-perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (DUHAM), Convention on the Elimination All Forms of Discrimination tahun 1981 (CEDAW), International Convenant on Civil and Political Rights tahun 1976 (ICCPR), International Convenant on Economic, Social and Cultural tahun 1976 (ICESCR), Convention on the Rights of Child tahun 1990(CRC). Selain menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, dimana dalam penelitian ini penulis membandingkan hukum pidana terkait dengan Female Genital Mutilation di Indonesia, Guinea dan Mesir. Tulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat konsep hukum yang terdapat pada negara Mesir, Guinea dan Indonesia yang berkaitan dengan FGM. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, bahan hokum primer dan bahan non hukum yang digunakan antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (DUHAM);

2. Convention on the Elimination All Forms of Discrimination tahun 1981 (CEDAW);
3. international Convenant on Civil and Political Rights tahun 1976(ICCPR);

4. International Convenant on Economic, Social and Cultural tahun 1976 (ICESCR);

5. Convention On the Rights of Child tahun 1990(CRC);
6.  Article 265 of the Penal Code Guinea;
7. Article 242 (bis) of the Penal Code of Egypt.
Bahan hukum sekunder menggunakan skripsi, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan FGM, dan Hak Asasi Manusia. Selain itu juga, peneliti juga menggunakan kasus-kasus. Peneliti menggunakan kasus kematian seorang gadis di Mesir akibat Praktik FGM, kasus kematian pada gadis guinea pada tahun 2016, serta kematian seorang gadis akibat pendarahan hebat setelah melakukan praktik FGM di Rangkasbitung-Banten. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran di Internet yaitu website resmi terkait dengan informasi yang berhubungan dengan praktik FGM, seperti https://scholar.google.com/, https://www.who.int/, https://www.unicef.org/dan 
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila penulis menggunakan pendekatan komparatif peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undang ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan (Marzuki 2005). Pengumpulan bahan-bahan baik primer maupun sekunder dilakukan penulis dengan melakukan pencarian pada perpustakaan Universitas Negeri Surabaya.
Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan Memberikan preskripsi mengenai apa yang merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk itulah dilakukan penelitian hukum. Sifat analisis dari penelitian ini adalah preskriptif yang mana memberikan argumentasi dari hasil penelitian (Marzuki 2018). Setelah bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan maka penulis akan melaukan pemahaman dana analisa terhadap isu hukum yang sedang dikaji yakni terkait praktik FGM dan hak asasi manusia internasional. Setelah dilakukan analisa, maka penulis akan membentuk argumentasi hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. KEDUDUKAN FEMALE GENITAL MUTILATION
 Female Genital Mutilation yang kemudian disebut FGM atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sunat perempuan adalah segala prosedur pengangkatan sebagian atau keseluruhan alat kelamin perempuan bagian luar, atau cedera lain pada alat kelamin perempuan karena alasan non-medis(World Health Organization 2012). FGM berakar pada budaya dan beberapa percaya bahwa praktik tersebut dilakukan karena alasan agama, tidak terbatas pada budaya atau agama tertentu (FGM National Clinical Group 2015). 

Salah satu faktor utama adanya praktik FGM adalah masih ada beberapa masyarakat di dunia yang menganut terkait dengan paham patriarki, yang dimana kedudukan perempuan tidak pernah sama atau sejajar dengan laki-laki, karena laki-laki dianggap makhluk yang lebih superior dibandingkan dengan perempuan (Irianto 2006). Masih adanya masyarakat yang masih menganut budaya patriarki menyebabkan adanya ketimpangan gender. Ketimpangan Gender merupakan bentuk ekstrem dari diskriminasi perempuan (Rochaety 2014). Pengertian untuk diskriminasi perempuan sendiri menurut Konvensi CEDAW 1981 yaitu:
“For the Purposes of the present convention, the term discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field” yang kemudian dapat diartikan sebagai berikut: diskriminasi terhadap perempuan adalah pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang, atas dasar kesetaraan laki- laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.”

Ketimpangan gender menjadikan perempuan beserta hak-haknya seringkali disingkirkan, diabaikan dan tidak dianggap, seringkali perempuan hampir tidak memiliki hak atas apapun, bahkan hak atas diri mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut akhirnya melahirkan tindak kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat, pemerintah dan laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu keadaan yang mengandung kekuatan tekanan dan paksaan.(Marlinda Oktavia Erwanti, Rahayu 2012).

FGM dikatakan sebagai kekerasan terhadap perempuan karena dalam praktiknya, FGM melanggar serta merampas hak dan fundamental perempuan sebagai manusia. Selain melanggar hak perempuan, FGM dalam praktiknya juga melanggar hak anak. Praktik FGM memiliki potensi menimbulkan kekerasan dan eksploitasi anak apabila seorang anak tidak lagi memiliki hak atas dirinya sendiri. (Idris, Pramadiathalla, and Daniela 2021). FGM berbeda dengan kebanyakan bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena dalam praktik FGM ini perempuan tidak hanya sebagai korban saja, tetapi juga terlibat dalam perbuatan. Praktik FGM biasanya dilakukan oleh seorang wanita tua di desa yang telah ditunjuk khusus untuk tugas ini atau oleh dukun beranak (World Health Organization 2012). Secara umum alasan masih dilakukannya praktik FGM ini berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, tuntutan agama, pemurnian, kehormatan keluarga, kebersihan, alasan estetika, perlindungan keperawanan dan pencegahan pergaulan bebas, meningkatkan kenikmatan seksual bagi suami, meningkatkan kesuburan dan meningkatkan kesempatan menikah(World Health Organization 1996). Dibalik praktik FGM juga terdapat kepercayaan masyarakat bahwa apabila membuang bagian-bagian organ tertentu pada kelamin perempuan, maka dapat mengurangi hasrat seksual perempuan tersebut(Saadawi 2001). 

Alasan lain yang dipercaya oleh masyarakat juga adalah apabila perempuan yang belum melakukan praktik ini, maka tidak bisa menikah. Selain itu juga, apabila seorang perempuan belum melakukan praktik ini maka tingkat kesuburannya rendah dan dianggap tidak mampu untuk bereproduksi. Pada masyarakat yang masih melakukan praktik FGM menganggap bawa alat kelamin perempuan tidak enak dilihat, kotor dan dianggap najis. Penghapusan klirotis dan labia dipandang oleh beberapa orang sebagai bagian laki-laki pada tubuh perempuan, dengan dilakukan praktik tersebut maka dapat dianggap bahwa feminitas gadis tersebut meningkat(Mardiyah 2021).

Praktik FGM memiliki perbedaan di setiap negara. FGM yang secara umum dikenal dan dipraktikkan terdapat 5 tipe, yaitu(The Office of the High Commissioner for Human Rights n.d.):

1. Circumcision atau sunna;

2. Excission atau Clitorydectomy;

3. Infibulation atau Pharaonic Circumcision; 

4. Introcission;
5. Unclassified.
Terdapat beberapa tipe yang sering dipraktikkan di beberapa negara, seperti di Indonesia, FGM yang dilakukan adalah praktik FGM tipe I dan tipe IV. Di Mesir praktik FGM dilakukan dengan cara tipe II. FGM terus menjadi ancaman bagi kesehatan dan Hak Asasi Perempuan secara global yang tidak bisa diremehkan. Hal tersebut dipicu karena penggunaan alat-alat tradisional yang tidak higienis, dan bukan alat-alat medis seperti pecahan kaca, besi yang runcing, dan batu yang runcing. Penggunaan alat-alat tradisional tersebut yang dapat berdampak bagi perempuan secara, fisik, psikis dan seksual bahkan bisa menyebabkan kematian. 

Efek bagi perempuan secara fisik yang telah melaksanakan praktik tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yang akan dirasakan bagi perempuan yang telah menjalankan praktik tersebut adalah sebagai berikut: rasa sakit yang parah akibat pemotongan jaringan tanpa adanya bius, pendarahan, shock atau nyeri, kesulitan untuk buang air kecil dan buang air besar, Infeksi (termasuk tetanus dan sepsis), serta juga dapat mengakibatkan kematian karena pendarahan atau infeksi 

Secara jangka panjang, dampak yang dapat dirasakan oleh perempuan yang telah menjalankan praktik tersebut adalah Nyeri kronis, kista, abses, bisul kelamin, keloid pada jaringan, infeksi panggul, saluran kemih, saluran reproduksi, herpes genital, menstruasi dan buang air kecil yang lambat dan menyakitkan, penumpukan darah menstruasi di vagina (untuk FGM tipe III atau infibulasi), risiko penularan HIV yang lebih besar karena kemungkinan peningkatan pendarahan selama berhubungan seksual(Marlinda Oktavia Erwanti, Rahayu 2012)
Selain menyebabkan penderitaan secara fisik, praktik FGM juga menyebabkan penderitaan psikis dan seksual bagi perempuan. Perempuan yang telah menjalankan praktik FGM dapat mengalami kecemasan akut, depresi, neurosis, psikosis dan gangguan stres pascatrauma(Kimani 2016). Secara seksual, praktik FGM dapat menyebabkan adanya disfungsi seksualitas perempuan, yaitu gangguan hasrat seksual, gairah seksual dan nyeri seksual, juga menderita masalah kepuasan dan kemampuan untuk mencapai orgasme. Adanya disfungsi seksual ini menyebabkan masalah dengan hubungan seksual seseorang, yang menyebabkan mereka yang telah menjalankan praktik FGM menghindari kontak seksual karena rasa sakit(Mardiyah 2021). Dampak yang dialami dapat berbeda-beda pada setiap perempuan, hal tersebut dapat terjadi tergantung oleh praktik yang dilakukan. 

FGM secara global terus menjadi ancaman bagi kesehatan dan HAM. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat internasional. FGM bukan praktik yang aman karena FGM berbahaya bagi kesehatan dan nyawa perempuan, karena praktik yang menyakitkan menjadikan Amat tragisnya adalah FGM masih dilakukan di beberapa negara di dunia, dan masih banyak penduduk dunia yang menjadi korban FGM (R Oetari 2016). FGM menjadi perhatian di masyarakat dunia karena efek FGM yang serius dan masih dilakukan serta dipraktikkan di beberapa negara di dunia. 

Dilihat dari perspektif HAM dalam segala bentuk, FGM merupakan praktik yang termasuk dalam pelanggaran HAM terhadap perempuan. Karena dalam praktiknya, FGM melanggar hak seseorang untuk kesehatan, keamanan, dan fisik integritas, melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan hak untuk hidup (R Oetari 2016). Selain FGM termasuk dalam pelanggaran HAM, praktik FGM dalam praktiknya telah menyangkal beberapa konvensi internasional(Center for Reproductive Rights 2006), yaitu:

a. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Konvensi CEDAW merupakan satu-satunya konvensi internasional terkait dengan HAM yang menegaskan hak-hak reproduksi perempuan. Selain itu juga, konvensi ini merupakan jaminan internasional untuk hak perempuan. 

Terdapat beberapa hak-hak perempuan yang dilanggar dengan adanya praktik FGM yang terdapat dalam CEDAW, yaitu hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam Pasal 1 CEDAW, Hak untuk Hidup dan integritas yang diatur dalam CEDAW Pasal 281 (1), dan Hak atas Kesehatan yang ada dalam Pasal 12 CEDAW. CEDAW merupakan salah satu konvensi yang cukup tegas menyatakan bahwa praktik FGM merupakan bentuk dari diskriminasi gender, terutama terhadap perempuan. Hal tersebut terlihat dengan jelas dalam Pasal 1 CEDAW yang mendefinisikan terkait dengan diskriminasi gender yang mengarah juga kepada praktik FGM(Sapitri 2017)
b. International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)
Praktik FGM menyangkal beberapa hak yang telah diatur dalam ICCPR yaitu:

1. pasal 6 ayat (1) 
 “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life” yang kemudian dapat diterjemahkan sebagai berikut: “setiap manusia memilik hak untuk hidup, tidak ada seorangpun boleh dicabut nyawanya sewenang-wenang”
Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar yang melekat pada setiap manusia. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 ICCPR tersebut jelas menyatakan bahwa hak hidup seseorang tidak boleh diganggu gugat, tidakboleh dicabut secara sewenang-wenang, bahkan hak ini harus dilindungi hukum. Dengan adanya praktik FGM dapat menyebabkan hak untuk hidup seseorang terancam. Hak untuk hidup seseorang dapat terancam apabila dalam praktiknya terjadi kesalahan, maka dapat menyebabkan kematian pada seseorang. 

2. Pasal 7 

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation” yang kemudian dapat diterjemahkan sebagai berikut: “tidak seorangpun bileh dijadikan sasaran penyiksaan, dan dijadikan subjek percobaan medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang bersangkutan.”

Sehubungan dengan pasal 7 ICPPR, tidak ada seorang pun yang boleh dijadikan sebagai subjek percobaan medis. Praktik FGM hingga kini masih belum diketahui manfaat medisnya. Bahkan dalam praktiknya, FGM menyebabkan konsekuensi medis secara fisik, psikis, dan seksual seperti pendarahan, infeksi panggul, buang air kecil dan menstruasi yang menyakitkan serta apabila terjadi kesalahan dalam praktiknya dapat menyebabkan kematian. 

c. International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Praktik FGM dalam praktiknya dapat menyebabkan konsekuensi medis, yang dimana konsekuensi medis mempengaruhi kesehatan seorang perempuan. Pasal 12 ICESCR menyebutkan :
“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.” Yang diterjemahkan sebagai berikut: “setiap orang berhak untuk menikmati kesehatan tertinggi yang dapat dicapai”

Berdasarkan pada Pasal 12 ICCPR, setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan, dan tidak terkecuali adalah perempuan. Namun, dengan adanya praktik FGM mengancam kesehatan perempuan. Dikatakan demikian karena FGM dilakukan bukan dengan alasan medis. Penggunaan alat-alat tradisional non medis dan tidak higienis menjadi salah satu penyebab dapat menjadikan praktik FGM melanggar hak perempuan untuk dapat menikmati kesehatan tertinggi. Konsekuensi yang diakibatkan dalam pelaksanaan FGM juga tidak dapat diremehkan, yaitu dapat menjadi ancaman bagi kesehatan perempuan, karena berdampak secara fisik, psikis dan seksual. 

d. Convention on the Rights of the Child (CRC) 

Hak asasi manusia menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 adalah:

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan beradaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 hak asasi manusia adalah yang hak yang melekat pada semua manusia yang harus dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang. Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga pada anak- anak yang dianggap lebih rentan, hal tersebut disebabkan karena pada umumnya anak-anak belum dapat melindungi diri mereka sendiri ataupun membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Maka diperlukannya hak khusus untuk perlindung hak asasi pada anak. Praktik FGM yang seringkali dilakukan pada anak-anak menyimpang dari beberapa pasal dalam CRC yaitu:

1. Pasal 19 CRC 

“ Take all appropriate… measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse … while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child” yang kemudian dapat diartikan sebagai berikut “semua negara pihak harus mengambil langkah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental .”

Pasal 19 CRC tersebut menghimbau untuk negara-negara pihak untuk dapat mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental seorang anak. Bentuk kekerasan fisik yang dimaksud dalam pasal ini adalah salah satunya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual dan kekerasan yang diakibatkan tradisi atau adat (Luhulima 2000)
Menurut WHO, kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk kekerasan terhadap orang dibawah usia 18 tahun, baik yang dilakukan oleh orangtua atau pengasuh lainnya, teman sebaya, pasangan romantis atau orang asing (World Health Organization 2020). Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan segala perbuatan terhadap anak yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan pada anak secara fisik, psiskis dan seksual. FGM dalam praktiknya mengakibat beberapa penderitaan fisik, psiskis, dan sesksual bagi korbannya. Maka dapat dikatakan bahwa FGM telah melanggar hak asasi seorang anak apabila praktik tersebut dilakukan pada anak.
2. Pasal 24(1) 

“States parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or his or her right of access to such health care services. “ yang kemudian dapat diterjemahkan sebagai berikut : “ setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan standar tertinggi untuk kesehatan.” 

Berdasarkan pasal 24(1) CRC, setiap anak berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, dan negara harus memastikan bahwa hak anak tersebut tidak dirampas. Praktik FGM telah merampas hak anak untuk menikmati standar kesehatan yang dapat dicapai oleh seorang anak, hal tersebut karena dalam praktiknya sendiri FGM memiliki konsekuensi medis secara fisik, psikis dan sesksual bagi korbannya. 

3. Pasal 24(3) 

“States parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional practices prejudical to the health of children” yang kemudian dapat diterjemahkan sebagai berikut” negara pihak harus mengambil langkah untuk menghapuskan praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak” 

Praktik tradisional yang dimaksud salah satunya adalah praktik FGM. Karena FGM merupakan praktik tradisional yang dapat merugikan kesehatan anak. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan alat-alat non medis yang tidak higienis, bahkan cenderung menggunakan alat-alat tradisional seperti batu atau besi yang runcing, serta pecahan kaca. Selain itu juga FGM sendiri dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengubah atau melukai alat kelamin perempuan atau anak perempuan bukan dengan alasan non medis. 

4. Pasal 34b 

“States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, states parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent : (b) the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices yang kemudian dapat diterjemahkan sebagai berikut : “ negara pihak berjanji untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksua dan pelecehan seksual. 

Kekerasan seksual dan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dalam CRC meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis,eksploitasi fisik untuk kepentingan ekonomi, kekerasan yang diakibatkan tradisi dan adat. Berdasarkan CRC praktik FGM dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak dalam segala bentuk dapat berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak(Margani 2018)
Berdasarkan beberapa konvensi hak asasi manusia internasional, yaitu CEDAW, ICCPR, ICESCR dan CRC praktik FGM tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam konvensi-konvensi tersebut. praktik FGM menyangkal beberapa pasal yang terdapat dalam konvensi tersebut.

B. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERKAIT FEMALE GENITAL MUTILATION DI NEGARA INDONESIA, GUINEA DAN MESIR
a) Praktik Female Genital Mutilation di Indonesia, Guniea dan Mesir 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melaksanakan praktik FGM. Di Indonesia sendiri FGM lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan sunat perempuan. Praktik FGM di Indonesia telah ada sejak lama secara turun-menurundiwariskan sebagai budaya pada masyarakat. 

Berbagai macam cara yang dilakukan dalam praktik FGM di masyarakat Indonesia tergantung oleh kebiasan adat dan budaya masing-masing. Di Pulau Jawa praktik FGM merupakan tradisi turun-menurun yang dilakukan pada bayi usia 20-35 hari. Untuk pelaksanaannya sendiri terdapat berbagai macam cara. Beberapa masyarakat di jawa, FGM hanya dilakukan secara simbolik dengan cara menyentuhkan kunyit pada klirotis perempuan kemudian membuang potongan kunyit tersebut ke laut ataupun menguburnya(Putranti 2008). serta ada pula praktik FGM dengan pemotongan klirotis yang digelar secara terbuka ataupun tertutup (Sulistyawati and Hakim 2022).

Di Kalimantan FGM sudah ada sejak lama, tepatnya sudah ada sejak tahun 1988. Perempuan yang baru memeluk agama islam menjadi salah satu target dilakukannya praktik FGM di Kalimantan. Praktik FGM ini dilakukan oleh tukang sunat. Selain perempuan yang baru memeluk agama islam, tetapi juga bayi perempuan yang menjadi target dalam praktik in(Sulistyawati and Hakim 2022).

FGM bagi masyarakat Sulawesi hukumnya wajib bagi perempuan. FGM dilakukan dengan cara penghilangan seluruh bagian klirotis perempuan agar tidak mudah terangsang. Hal tersebut dipercaya dapat menghindarkan seorang perempuan terhindar perilaku buruk yang dapat merusak diri. Tujuannya adalah untuk menjaga kesucian diri seorang perempuan (Islami and Putri 2020).

FGM di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan adat dan budaya di masing-masing daerah. Kuatnya warisan budaya, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia menyebabkan praktik FGM masih ada dan terus dilakukan. 

Di Guinea praktik FGM tidak hanya dalam transisi dari masa anak-anak menuju remaja dan dewasa, praktik FGM dilakukan untuk mempersiapkan gadis muda untuk kehidupannya(Regional Office for West Africa 2006). Praktik FGM di Guinea biasa dilakukan oleh praktisi tradisional, dilakukan tanpa anestesi dan menggunakan alat tradisional seperti pisau dan silet. Alat yang digunakan tersebut merupakan alat yang digunakan pada saat pelaksanaan praktik sebelumnya. Setelah dilakukan praktik tersebut, luka akan diobati dengan ramuan tradisional yaitu menggunakan tanaman, abu dan lumpur(OHCR 2016).

Secara umum anggapan masyarakat Guinea, seorang perempuan yang tidak melakukan praktik tersebut maka dianggap tidak terhormat dan kotor. Karena FGM dianggap sebagai kekuatan perempuan penegasan diri dan pembebasan diri dari penindasan laki-laki. Praktik FGM dipercayai sebagai identitas, status sosial dan kedewasaan untuk perempuan

FGM di Mesir telah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Dilakukannya praktik ini dilandasi karena budaya bukan agama. Praktik FGM di Mesir tidak hanya dilakukan oleh penduduk Mesir yang beragama islam saja, namu juga dilakukan oleh masyarakat Mesir yang beragama kristen. Maka dari itu praktik FGM di Mesir tidak dilandasi karena agama(Hoffman 2013).

Praktik FGM di Mesir umumnya dilakukan pada anak perempuan yang berusia 4 hingga 12 tahun. Praktik yang biasa dilakukan di Mesir adalah FGM tipe II.(Dalal, Lawoko, and Jansson 2010). Tingkat penyebaran praktik FGM di Mesir bervariasi, hal tersebut berdasarkan tingkat pendidikan pada anak perempuan. Tingkat penyebaran praktik pada anak perempuan yang tidak berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pada anak perempuan yang berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang anak perempuan, maka semakin kecil kemungkinan untuk pratik FGM(Alebshehy and Daso 2016). 

b) Pengaturan Female Genital Mutilation di Indonesia, Guinea, dan Mesir 

Pada tanggal 20 April 2006 Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK. 00.07.1.31047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa FGM atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah sunat perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan bahkan menimbulkan kerugian dan efek sakit bagi perempuan. Hal tersebut yang menjadi landasan Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI mengeluarkan Surat edaran tersebut. 

Surat edaran terkait dengan larangan medikalisasi sunat perempuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bima Kesehtan Masyarakat Depkes RI tidak serta merta membuat masyarakat berhenti melakukan sunat perempuan. Dengan adanya surat edaran tersebut menjadi perhatian bagi kalangan tokoh agama, yang pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan Keputusan Fatwa 9A Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa sunat perempuan bersifat makruh (memuliakan), dan menganggap bahwa pelarangan dalam surat edaran tersebut bertentangan dengan agama islam (Hikmalisa 2016).

Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2010 setelah dikeluarkannya Fatwa MUI membuat regulasi terkait dengan FGM, yaitu landasan hukum pelaksanaan praktik FGM di Indonesia yang tertuang dalam Permenkes 1636/2010. Di dalam Permenkes tersebut menyebutkan bahwa FGM hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan saja yang memiliki izin praktik, diperbolehkan hanya dengan persetujuan dan permintaan dari wanita yang disunat, orangutan dan atau walinya. 

Pada tahun 2014 Menteri Kesehatan RI kembali menerbitkan Permenkes Nomor 6 tahun 2014. Permenkes tersebut tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes /PER/XII/ 2010 tentang Sunat Perempuan. Alasan dikeluarkannya Permenkes Nomor 6 tahun 2014 karena sunat perempuan belum terbukti memiliki manfaat kesehatan bagi perempuan. Dengan dikeluarkannya Permenkes nomor 6 tahun 2014 maka pengaturan terkait larangan FGM di Indonesia belum ada. 

Di Guinea Undang-Undang utama yang mengatur terkait dengan FGM di Guinea adalah Law No. 2016/059/AN (The Criminal Code ) yang terdapat dalam Pasal 258-261. Larangan tersebut melarang FGM dilakukan dengan cara modern maupun tradisional. FGM yang dimaksud dalam Guinea Law ini adalah segala bentuk dari FGM. 

Pasal 256 The Criminal Code of Guinea menyebutkan bahwa siapapun yang mempraktikkan FGM, Baik dengan metode tradisional maupun modern, mempromosikan atau berpartisipasi dalam praktik ini dengan cara apapun, bersalah atas kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan. Orangtua atau orang lain yang memiliki hak asuh anak yang mengizinkan atau mempromosikan praktik ini, maka akan dikenakan hukuman yang sama dengan yang melakukan. 

Hukuman Bagi siapapun yang mempraktikkan atau mempromosikan atau berpartisipasi dalam praktik FGM dengan metode tradisional ataupun modern akan dihukum dengan penjara minimal 3 (tiga) bulan hingga 2 (dua) tahun atau denda sebesar 500,000 hingga 2,000,000 Guinean Francs (approximately US$ 110-330). Apabila tindakan tersebut direncanakan atau korban disergap maka akan dihukum penjara 2 (dua) tahun hingga 5 (lima) tahun, 
 atau denda sebesar 1,000,000 sampai 3,000,000 Guinean Francs (approximately US$ 110-330).

Mesir telah banyak menandatangani konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan FGM. Meskipun Mesir dalam telah melakukan ratifikasi dan reservasi ia tetap menunjukkan bahwa syariah islam lebih utama dibandingkan hukum ataupun perjanjian internasional.

Peraturan utama yang mengkriminalisasikan praktik FGM di Mesir ada dalam Law No 58 of 1937 yang diundangkan menjadi The Penal Code, yang kemudian telah diubah dengan Law No. 78 of 2016. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 242 –bis dan 242 bis (A). Pasal 242-bis mengkriminalkan kinerja FGM, sedangkan dalam 242-bis (A) menjadikan FGM sebagai tindak pidana bagi siapapun yang mempraktikkan FGM. 

Selain itu, terkait dengan FGM diatur juga di dalam Child Act No. 12 of 1996, yang kemudian diubah menjadi Law No. 126 of 2008. Larangan terkait dengan FGM disebutkan dalam pasal 7-bis yang menetapkan bahwa negara harus menjamin hak anak dalam semua situasi, atas lingkungan yang sesuai, sehat, dan bersih. Negara harus mengambil tindakan efektif untuk menghilangkan praktik-praktik berbahaya bagi kesehatan. Pasal 7- bis sebuah) lebih lanjut menyataan bahwa dilarang bagi seseorang yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak untuk secara sengaja memaparkan anak pada kekerasan fisik yang tidak sah atau praktik berbahaya apapun. 

Hukuman bagi pelaksana FGM di Mesir bermacam-macam. Hukuman tersebut terdapat dalam Law No 58 of 1937 yang diundangkan menjadi The Penal Code, yang kemudian telah diubah dengan Law No. 78 of 2016 Pasal 242-bis menyebutkan bahwa pelaksana praktik FGM diancam hukuman penjara antara 5 (lima) dan 7 (tujuh) tahun. Apabila pelaksanaan FGM mengalami cacat tetap atau kematian hukumannya ditingkatkan dan diberatkan menjadi penjara 3 (tiga) dan 15 (lima belas) tahun. Selain itu, siapapun yang meminta untuk dilaksanakan praktik FGM, dalm Pasal 242-bis (sebuah) menyebutkan diancam dengan hukuman penjara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun jika praktik tersebut dilakukan. 

Selain hukuman yang tercantum Law No 58 of 1937 yang diundangkan menjadi The Penal Code, yang kemudian telah diubah dengan Law No. 78 of 2016, Pengaturan terkait dengan hukuman pelaksanaan praktik FGM juga diatur dalam Child Act No. 12 of 1996, yang kemudian diubah menjadi Law No. 126 of 2008 Pasal 96 yaitu Hukuman bagi siapapun yang membahayakan anak akan dihukum penjara minimal 6 (enam) bulan atau denda antara EGP
 2,000dan EGP 5,000 (US$ 56-279).

Negara Indonesia, Guinea dan mesir merupakan negara yang masih melakukan praktik FGM. Praktik FGM dilakukan berbeda-beda caranya. Di Indonesia menggunakan tipe I dan IV, di mesir menggunakan tipe II untuk praktiknya, di Guinea menggunakan tipe II. Praktik FGM dalam faktanya telah mengakibatkan konsekuensi medis seperti pendarahan, nyeri pada alat kelamin, hingga kematian apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaanya. Konsekuensi medis akibat FGM ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan, yang dimana hal tersebut telah tercantum dalam beberapa konvensi Internasional, seperti CEDAW, ICCPR, ICESCR, dan CRC. 

Negara Indonesia, Guinea dan Mesir yang menjadi negara yang hingga kini masih melaksanakan praktik FGM serta telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, yang dimana seharusnya juga menerapkan apa yang dalam pasal- pasal konvensi internasional tersebut untuk mengurangi praktik FGM di negaranya. Guinea dan Mesir telah memasukkan aturan dan pelarangan terkait dengan praktik FGM di negaranya dengan memasukkan aturan larangan praktik FGM di negaranya. 

Di Guinea larangan dan hukum pidana terkait dengan FGM terdapat di Guinea Law No. 2016/059/AN (The Criminal Code)yang dimana hukuman bagi pelaksana FGM di Negara Guinea akan dikenakan hukum penjara antara penjara antara 3 (tiga) bulan hingga 2 (dua). Apabila pelaksanaan FGM mengalami cacat tetap atau kematian hukumannya ditingkat dan diberatkan menjadi penjara 2 (dua) tahun hingga 5 (lima) tahun.

Di Mesir larangan dan aturan terkait dengan FGM diatur dalam Egypt Law No. 78 tahun 2016 (The Criminal Code), yang dimana pelaksana praktik FGM di Mesir akan mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) dan 7 (tujuh) tahun.. Selain dalam Egypt Law No. 78 tahun 2016, pengaturan terkait dengan FGM di Mesir juga diatur dalam Child Act No. 12 of 1996, yang kemudian diubah menjadi Law No. 126 of 2008. Hukuman tersebut ditujukan bagi siapapun yang membahayakan anak akan dihukum penjara minimal enam bulan atau dengan. 

Di Indonesia peraturan terkait dengan FGM telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tahun 2010. Namun pada tahun 2014 pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat perempuan, sehingga di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan FGM.

PENUTUP

KESIMPULAN
1. Praktik Female Genital Mutilation menyangkal dan tidak sesuai dengan beberapa hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 1 CEDAW, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7, Pasal 24 ICCPR, Pasal 12 ICESCR, dan Pasal 19, Pasal 24(1), Pasal 34, Pasal 34 (1) CRC, yaitu : hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi gender, hak hidup seseorang, hak dimana tidak ada seorang pun yang boleh dijadikan sebagai subjek percobaan medis, hak seseorang untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan, hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, hak anak untuk menikmati standar tertinggi atas kesehatan, serta hak anak untuk bebas dari kekerasan seksual. 

2. Hukum pidana di negara mesir terkait dengan Female Genital Mutilation , berdasarkan Pasal 242- bis Egypt Law adalah diancam hukuman penjara antara lima dan tujuh tahun, apabila mengakibatkan cacat tetap atau kematian hukuman ditingkatkan menjadi penjara antara tiga dan lima belas tahun. Di Guinea hukum pidana terkait dengan FGM yang terdapat dalam Guinea Law Pasal 259 siapapun yang mempraktikkan dan berpartisipasi dalam praktik Female Genital Mutilation ini dihukum dengan hukuman penjara minimal 3 bulan hingga 2 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri setelah diterbitkan permenkes RI Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes Nomor163 tahun 2010 tentang sunat perempuan belum ada lagi peraturan yang mengatur terkait dengan FGM di Indonesia. 

SARAN                                      

Bagi pemerintah Indonesia, yang terkhusus adalah Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Kesehatan diharapkan dapat segera membuat peraturan yang bersifat mengikat dan memberikan jaminan serta perlindungan hukum terhadap perempuan. Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak diharapkan dapat bersatu dan saling berkoordinasi untuk lebih gencar mengedukasi orangtua dan masyarakat terkait dengan larangan, bahaya praktik Female Genital Mutilation untuk mencegah lebih banyaknya korban akibat dari praktik Female Genital Mutilation di Indonesia. 
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